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Penulisan Skripsi ini dima -sgdkaﬁ untuk menghasilkan sebuah rélzbme,ndasi koordinasi yang efektif
tentang koordinasi Kepala/B€sa dan BPD dalam pembangunan desa di Kthpqten Landak. Judul skripsi
ini diangkat berdasarkan permasalahan‘dalam hubungan kerja tidak harmonis 'Mgra Kepala Desa dan
BPD dalam pembgng"unan ‘esa terutama dalam penetapan APBDes di Kabupaten Landak yang masih
belum optirr‘l?lsp'enelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif:-dengan menggima!fan teori
koordinasi #Tripathi dan"Reddy”. Penelitian ini dilakukan 3 tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian
data dangpenarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian di Desa Sidas. Subjek penelitian adalah
Kepala Desa berserta Peran kat Desa dan ketua BPD berserta anggotanya.Kesimpulan dalam penelitian
ini_adalah belum “eptimalnya koordinasi karena kurangnya komunikasi dan lemahnya kepemimpinan
anfara Kepala:Desa dan BPD dalam pembangunan de§a.4Untu.k' itu rekomendasi dalam.mengefektifkan
kolﬂrdinasi adalah mengintensifkan komunikasi dan-perlu mengikuti diklat kepemimpinan: ?
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KatXKunci: Koordinasi, Komunikasi dan Kepemil pig“an. '
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This scr‘pt intend to bring the effective coordinati&l between the head of villag and BPD in ithe rural
developnfgnt at Landak Regency. The title of this &ript based-by-the issues of the relation betweet the
head of village and BPD tht can not harmonious especially in the establishment of APBDejs“at Landak
Regency still can not be optimal. This research use qualitative research model by using the theory of
coordinationil;"Tripathi and Reddy". This research-do-3"stages of analysis,.namely data reduction, data
display and drawing conclusions and verification. Research sites is in Sidas Village. The subjects is the
head of village “chief and the chairman ‘of the village along with The BPD with ,its members. The
conclusion of thisfesearch is the coordination still-can‘not be optimal because lack of communication
between the head of'ﬂﬂe_\g’I_LQe and BPD in rural development. For that, rgpgm-rehdation to makemore
effective coordination is to inCfeasesthesintensiveness of the communication and necessary to follow the
leadership training.

Keywords: Coordination, Communication and Leadership.

Fernando Fajar

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan Page 403


mailto:fernandofajar89@gmail.com

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, menekankan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah harus pada prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih dalam meWUJuq,kan
daerah yang desenyahstlk dan
demokratis. hal ini menguatkan po‘3|5| daerah dalam

pembangunan

meningkatkan kemampuanrdl segala aspek, ‘terutama
pengelolaan daerah /_sepenuhnya di serahkan kepada
daerah untuk kemajuan daerah.itu sendiri.

Di era.otonoml daerah, Pemerintah Daerah
harus 5|ap "dan mampu_meciptakan sistem '
yang
pembangut;]an. Pada. dasarnya tujuan pembangunan

pemerlntaﬂman kondusif agar tercipta

adalah untxkﬂ mengadakan perubaian yang terarah
i

dan berkesinambungan kearah kemajuan yang Ieblh'

baik sehlngga pembangunan yang tdilaaksanakan .q
1".

akan dapat berhasn dan berdaya guna. Pembangunan
yang dllaksanakan harus mampu meningkatkan
kesejahteraan raki)gt, pemerataa pembangunan,
'keativitas «an .
sé"nldiri

pemanfaatan potensi Daefah secara:optimal dan

membangkitkan

masyarakat itu guna meningkatkan

terpadu dalam praktek otondFie D@rghlyang nyata,

-

dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta
memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
Pemerintahan desa merupakan aktivitas

pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada
dasarnya, Pemerintah desa merupakan sebuah

lembaga eksekutif desa dan BPD sendiri sebagai
lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri
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Kepala Desa dan perangkat  desa. Perangkat desa

terdiri dari sekretaris desa  dan perangkat desa
lainnya. Perangkat desa bertugas membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-
fungsi pemerintah desa. Bersama perangkat desa,
Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa
memll"kt‘peranan penting dalam aktivitas sosial
kemasyarakatan “Tugas utama yang harus diemban
pemerlntah desa adalﬁ‘-membma dan memilihara
kehldupan demokratik, memb_erlkan pelayanan
sosial yang baik sehingga membaWé masyarakatnya
pada kehidupan yang sejahtera, rasa tghm{am, dan
berkeadi‘ian Pemerintah desa dituntut untuks, lebih
memahaml apa yang menjadi kebutuhan dari
warganya yang terdiri dari berbagai lapisan s*rta
:]' ths mampu  merangkul  dans="menggandeng
',, masyarakatnya. |

kv ] yPeran dan fungsi Badan Pemusyawaratan"'Desa
rn- P[Ymenurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 2009,
PD‘berfungS| menetapkan eraturan desa bersama
‘Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta pengawasan; Dengan demikian
- diharapkan dapat meningkatkan penye'ienggaraan
Pemerintahan' Desa vyan. demokratls yang
mencerminkan Kedaulatan rakyat
Desa merupakan jenjang pemerintahan yang
" paling bawah yang memili i hak otonomi. Desa
memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas.
Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat
Desa

ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

memiliki  pemerintahan sendiri. Kepala Desa

merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan
desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
Badan Permusyawaratan Des:(BPD).
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Kepala Desa berkedudukan  sebagai kepala

pemerintah di desa, berada lan ¢sung di bawah
Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain
yang dilimpahkan desa.

kepada Sedangkan

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat
desa berkewajiaban melaksanakan koordinasi atas
segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan,
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi
kekosongan perangkat Desa, maka Kepala Desa atas
persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat
desa.

Penyelenggaraan pembangunan desa
memerluka'b pengorganisasian  yang  mampu
menggerakl% masyarakat. Pe 'bangunan baru J

dapat dlan‘ggap sebagai pembangunan yang]

sesungguhnya,, kalau terdapat pemerataan dalam -1... llHupdpgan kerja BPD dan

kegiatan, tanggung jawab dan hasil dan
pembangunan itu“(Abidin, 2002: 25).
Pembangunaﬁ Desa  y:ing dllakukan.

merupakan bagian darl pembangunan nasional dan
daerah, yang tujuan akhlrnya adalah: meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masygrakat baik ekonomi,
politik, sosial dan kebudayaan. Di dalam Trielakukans
prose pembangunan antara Badan Perwakilan Desa
dan Kepala Desa, harus mampu merangkul atau
melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada.
Komunikasi dan sosialisai kebijakan atau program
desa perlu dilakukan agar pemahaman dan kesadaran

masyarakat menjadi lebih mengikat lagi sehingga
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sikap apatis terhadap program yang diselenggaraka
pemerintah desa dapat berhasil dan tepat sasaran.
Menurut pengamatan peneliti di lapangan,
banyak permasalahan yang timbul, pola hubungan
kesejajaran dan kemitraan antara BPD dan Kepala
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di
Praktek-praktek

hubungan kerja yang kurang harmonis dan adanya

desa Sidas masih belum optimal.

o [Eécendgrungan dominasi Kepala Desa dalam setiap

disebabkan
lemahnya kepemlmpM darl kedua lembaga ini

pengambllan “«-keputusan Hal ini

masih dan kesalahan persepsl mgngenal peraturan
perundang-undangan yang berlakil',‘sehingga BPD

dan Kepala, Desa kurang memaham?"tupoksinya
masing—_rhasing. i )

Ketidakharmonisan antara BPD dengan Képala

*=Desa terllhat dalam proses-proses penyusunan dan

wmpenetapan peraturan desa, penyusunan dan ‘
pdnetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
( PBDes) pelaksanaan  peraturan desa, dan
' elak naan pertanggungja ' aban Kepala Desa.
Kepala Desa di."Sidas
:jialam proses-proses tersebut, terlihat! adanya
ketergantungan dari Kepala Desa atas persetujuan
Dimana BP(D di Desa
Sidas hanya“ berupa lembaga ya‘n'g'] menyetujui,
kurang' berperan aktif dalam men}e{iankan tugas dan
fungsinya. Sehingga seri‘ggkaﬁ': kondisi demikian
menimbu-lkaﬂ'-pt?rbgdafgr; antara BPD dengan Kepala
Desa. Lemahnya komunikasi dan koordinasi
menyebabkan kedua lembaga ini seakan berjalan
sendiri-sendiri sehingga berimbas pada rendahnya
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
desa.

Dampak dari lemahnya koordinasi tersebut

terlihat dengan proses pembangunan yang ada di
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desa Sidas. Komunikasi yang terjadi antara kedua
lembaga ini kurang berjalan efektif sehingga
pembangunan yang terlaksana tidak optimal.
Pembangunan melalui  program-program  yang
dilakukan sering sekali bertentangan dengan apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu
program yang dinilai belum optimal adalah

pembangunan sumur air bersih di dusun Tebing

Tinggi. Pada kenyataannya masyarakat di dusun _

tersebut kurang membutuhkan sumur j‘Ipbﬁ’STh
sehingga sumur yang telah .ad’bangun tldak
digunakan dan dibiarkan be,gmf saja.

Kasus pemban‘ n jalan antar “kampung di
dusun Sempang Pasir dan-Tebing Tinggi. Dalam
kasus ini, masilarakat selaku® pemilik lahan merasa

d|rug|kan tfan proses pengerjaan jalan tersebut tidak

sesuai d#ngan kelnglnan masyarakat sehlngga S—

masyarakat dengan-masyarakat, masyarakat dengan

pemborong, masyarakat dengan pemerintah desa

terjadi perselisinan yang berujung pada konflik atau J

perkelahian.'ﬁal ini menindikasikan lemahnya

koordinasi ya?xg dilakukan Kepala: Desa dan BPDY. b

dalam pemban’g\l:lnan desa, lemahnya koordinasi

tersebut menghasilkan pembanguan yang sia-sia dan

tentu saja akan sa'hg{lt merugikan desa itu sendiri:.

Oleh karena itu,% untuk mencapai " tujuan

-

pembangunan disemua 1§el<tor dipenlukén koordinasi

dan kesungguhan serta komitmeni bersama antara
99 Mitme
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2.  Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
“Bagaimana koordinasi Kepala Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa dalam menetapkan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidas,

Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak ?”

3. Tujuan Penelitian
‘~Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahw Mma& antara Kepala Desa dan
Badan Permusyawa\lan‘ Desa dalam menetapkan
Anggafan Pendapatan Belé‘ﬁ]-e,_ Desa (APBDes) di
Desa Sidas Kecamatan, Sen.ah Temlla Kabupaten
Landak. Y

i

o I\/l,énfaatPeneIitian A~ 3

' Mgﬁfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
) Manféat Teoritis =
' Menambah khasanah keilmuan~Program Studi
Pemerintahan dalam kajian Koardinasi Képala
an Badan Permusy waratan Desa dalam
epétapkan Anggaran Pen apatan Belanjg' Desa
PBDes) di desa Sidas Kecamatan Sengaﬁ Temila
Kabupaten Landak. i
_ b. Manfaat-Praktis "v
Memberikan masukan yang kopstruktlf kepada
Landak khususnya Desa Sidas

Kecamatan Sengah Temlj_aga’r koordinasi Kepala

Kabupaten

Kepela Desa dan BPD dalam melaksanaMgas—_ Desa danzBadarT'Permusy waratan Desa dalam

tugas pembangunan terlaksana secara maksimal.
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti
tertarik melakukan penelitian yang berjudul :
Koordinasi Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa
di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten

Landak.
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menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) antar lembaga berjalan dengan baik.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI
1. Kerangka Teori
Gulick (  dalam 2003:11)

mendefinisikan “ manajemen sebagai suatu bidang

Handoko,
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ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara

sistematis  untuk  memahami mengapa  dan

bagaimana manusia bekerja bersama untuk
mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini
lebih bermanfaat bagi kemanusiaan”.

Menurut H. Koontz dan O’Donnel (dalam
Handayaningrat, 1984:19) “manajemen berhubungan
dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan
melalui dan dengan orang lain.
Moekijat,  1994:17)

manajemen adalah planning, orgamzmg, directing,

Menurut Broer~

(dalam “ﬁlpgs"' fun95|

-,

coordinating, dan control{;n -edangkan Brech
;994.17) berpendapat bahwa

“fungsi manajemen adalah_planning, co-ordination,

(dalam Moekijat,

inspiration or—rhotlvatlon dan‘control or checkmg

Manafemen sangat dibutunk:n dalam sebuah

Menurut
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Terry (dalam Moekijat:  1994)

“koordinasi merupakan penyerasian yang teratur

dalam usaha-usaha untuk menyiapkan jumlah yang

cocok menurut mestinya, waktu dan pengarahan

pelaksanaan hingga menghasilkan tindakan-tindakan

harmonis dan terpadu menuju sasaran yang telah

ditentukan”. Menurut Handayaningrat (dalam
Moekijat, 1994:42) ciri-ciri koordinasi adalah :

= «Janggung jawab ko

€.

organlsasq tanpa manajemen pencapaian tu;uan S—

organlsasﬂ akan lebih sulit. Menurut Handoko

(2003:6),

manajemen,| yaitu: 1) untuk mencapai tujuan; 2 j

Ta tiga alasan utama diperlukannya

untuk menjaﬁa keseimbangan di antara tujuan- tUJuan I

yang saling beitentangan dan 3)

efisiensi dan efe{gtlwtas
\

¢

Pengkoordinasi%n merupakar.  bagian

penting dari semua fungsi manajeman.-Koordinasi

merupakan  suatu Wpaya penyesuaian’ “atau

penyeragaman bagian-baéai_an yang berbeda agar

saling terkait guna pencapaian‘ tﬁ]’lﬁrrbersama_yagL

telah ditetapkan. Handoko (2003:195)
mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai
“proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
yang

(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu

kegiatan pada satuan-satuan terpisah

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisien”.
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” Menurut  Abdulrachman (dalam Moekljat

b

untuk mencapam. lp"

1

al Pr|n5|p efisiensi; .

rdinasi terletak pada
pimpiftan;,

Koordinasi a‘d\z;lahatfatu usaha kerja sama;
Koordinasi adalah prt'fSes-‘yang terus menerus
(continues process); et

Ad'anya pengaturan usaha kelomxﬁ‘ok’_secara

teratur; LY
Konsep kesatuan tindakan; '
Tujdan koordinasi adalah tujuan bersalj?a

(common purpose). |

94 37) prinsip-prinsip koordinasi antara Ialn,h

|

mvPrlnsm kesatuan ~ arah  dan ! tujuan
(konvergensi);
¢. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap
¥

kegiatan management dan pelaksanaan;
Prinsip ketepatan penggunaansalat koordinasi;

Prinsip dari koordinasi yan'g"strategis.
r,"
Koordinasi==sangat” diperlukan oleh sebuah

organisasi atau lembaga guna menyatukan tugas-

tugas yang dari masing-masing unit kerja. Menurut

Sugandha (dalam Moekijat, 1994:31) ada enam jenis

koordinasi, vyaitu koordinasi intern, koordinasi
ekstern, koordinasi horizontal, koordinasi vertical,
koordinasi diagonal, dan koordinasi fungsional.

Menurut Sugandha (Moekijat, 1994:31) “koordinasi
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ektern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai

organisasi atau antar organisasi”. Organisasi

merupakan wadah kegiatan untuk menyalurkan
aspirasi-aspirasi anggotanya agar mencapai tujuan
tersebut. Menurut
1984:42)

perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian

organisasi Dimock (dalam

Handayaningrat, “organisasi  adalah

yang saling ketergantungan/berkaitan untuk
membentuk suatu kesatuan yang bulat melalujd —
kewenangan, koordinasi dan pengawasilg ;iala‘f'ﬁ
usaha mencapai tujuan yang telah sh.tentukan

Koordinasi horizontal pehurt Tosi dan Carrol
(dalam Moekijat, 19 ..29) adalah+‘‘pengembangan
hubungan yang lancar di antara individu—individu
atau kelompok’ kelompok pada tingkat yang sama

Sedangkan’ menurut Sugandha (dalam Moekljat

1994:31), gikoordmam horizontal adalah “ koordmas1 e
|
Mf . Tujuan yang jelas T i

antar pejabat atau” antar unit yang mempunyai

tingkat hle’|1 rkhi yang sama dalam suatu organisasi,
dan antar .gejabat dari organisasi-organisasi yang j
sederajat ataLLantar organisasi yang setingkat”.
Tripathi Reddy

), ada 9 syarat  untuk mencapai

Menurut § ‘.‘ dan
Moekijat,1994:
koordinasi yang efektif, yaitu :
1. Hubungan Ian‘ ung
“Follet

koordinasi dapat febih muda d-icapai melalui

Mary Parker mengatakén ‘bahwa
hubungan pribadi Iangsuggkdl antara orang-
melaluis

hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita,

orang Yyang bertanggung Jawab

tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat
dibicarakan dan salah paham, apabila ada,

dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang
melalui metode apapun lainnya.

2. Kesempatan awal

Fernando Fajar
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Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam

tingkat-tingkat  awal  perencanaan  dan
pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil
mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada
konsultasi bersama. Dengan cara demikian
tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses
pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.
3. Kontinuitas
"’~-K99_rdinasi merupakan suatu proses yang
kont‘ir—ﬁ‘“dan harus berlangsung pada semua
waktu mulal 6311. tah p perencanaan. Oleh
karena koordinasi mempakan dasar struktur
organisasi, maka koordlna5| 'narus berlagsung
selama organisasi melaksanakan fungslnya

Dmamlsme "\

Koordlna5| harus secara terus-menerus ditibah

gan
’]aln

koordinasi itu jangan kaku. |

r'neng‘i'ngat perubahan-perubahan lingku

baik intern maupun ekstern. Dengan kata

ujuan yang jelas penting untuk memperoleh

(dalamm lf‘ rS(tlordlnasl yang efektif. Suatu tujuan yqng jelas
u

dan diberitahukan kepada kepala- kepa1a bagian
dimaksudkan untuk menghasilkan '(keselarasan
_tindakan. ¢

" struktur organisasi yahg sederhana
memudahkan kOOI;Q]_,aél yang  efektif.
Penyustinan “kembali bagian-bagian dapat

dipertimbangkan untuk  memiliki koordinasi
yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian.
yang
berhubungan dapat ditempatkan di bawah

Pelaksanaan  pekerjaan  dan erat
beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini
akan mempermudah pengambilan tindakan

yang diperlukan untuk koordinasi. Disarankan
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agar semua bagian yang saling berhadapan
dapat dipercayakan kepada seorang atasan
bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih
baik.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab
yang jelas
Faktor lain yang memudahkan koordinasi
adalah definisi wewenang dan tanggung jawab
yang jelas untuk masing-masing individu dan=*""
bagian. Wewenang yang jelas t;bk‘?wanya
mengurangi pertentangan cbﬁhtar pegawai-
pegawai yang berlalngp ‘tetapl juga membantu
mereka dalam _pe!aksanaan ekerjaan dengan
kesatuan tUJuan
Komunlka5| yang efektif
Komuhlka5| yang. efektif merypakan salah satu
perS)qaratan untuk  koordinasi yang balk
Mela!m saling tukar informasi secara terus-

menei’us perbedaan-perbedaan individu dan
baglar%dapat diatasi dan perubahan- perubahan

J

program«program untuk waktu yang akar}i\.h

kebuak§anaan penyesuaian program- program

datang, dé\n sebagainya, dapat dibicarakan.
Kepemlmpkﬁlan dan supervise yang efektif
Suksesnya koerdinasi banyak dlpengaruhl oleh
hakikat

Kepemimpinan

kepemlmlplnan dan ~ supervise.
yang efektif

koordinasi keglatan o;,ang orang, baik pada

menjamin

tingkat perencanaan maupu,n " Pada~tingkatu..
peleksanaan. Pemimpin yang efektif membuat
kepercayaan terhadap orang-orang bawahan
dan memilihara juga semangat kerja mereka.
Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif
merupakan metode koordinasi yang paling baik
tidak yang

menggantikannya.

dan ada metode lain
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Dari 9 syarat tersebut peneliti hanya mengkaji
2 syarat yaitu komunikasi dan kepemimpinan.

1. Komunikasi

Pada prinsipnya manusia tidak akan pernah bisa
lepas dari  komunikasi. Komunikasi sangat
dibutuhkan dan memegang peranan yang sangat vital
bagi kehidupan manusia, komuikasi berfungsi
sebagal alat pemersatu dalam sebuah komunitas.
Sepertl ya'ng.dlkemukakan Tannen (dalam Suprapto,
2011:3), bahwa ?krta,i).utuh saling berdekatan agar
merasa” berada dalam s‘ﬁaw_!}(omunitas dan tidak

merasa sendirian di dunia”. "

Menurut Kincaid  (dalam Hasat:_\,\ 2005:17),
“komumkas1 adalah proses. saling berbagl atau
mengg'unakar) informasi  ecara bersama * % dan
: prg')ses
——informasi”. Pendapat yang s ma dikemukakan oleh

‘S' orin. (dalam Hasan, 2005:18) yang mengatfkan
M’i;h
p

kbesan—pesan di- antara orang yang ber1nteraks1”.
2011:6),

pertalian antara para peserta -.dalam

wa, ‘“komunikasi adalah proses pertukaran
r§h3| antara dua orang atau lebih, dan dalam
itu

terjadi keglatan-Keglatan

emben/menglrlm menerima, dan menanggapl
Sementara Winnet (dalam Suprapt@

mengemukakan bahwa “komumkgsl merupakan
proses pengalihan suatu maksud da.r'i' sumber kepada
penerima, proses tersebut F -"rrrlerupakan suatu
rangkaian seri _alﬁt_iuitas,'ré'ﬁgkaian atau tahap-tahap
7 yang r?e'rrnudahkan peralihan maksud tersebut”.
Adanya komunikasi maka antara manusia satu
dengan yang lainnya bisa saling berinteraksi untuk
mencapai tujuan dalam suatu kelompok. Menurut
Hasan (2011:22) fungsi komunikasi, yaitu :
a. mencapai pengertian satu sama lain;
b. membina kepercayaan;

¢. mengkoordinir tindakan;

Page 409



merencanakan strategi;

melakukan pembagian Kerja;
melakukan aktivitas kelompok; dan
berbagi rasa.

2. Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan kemampuan yang

dimiliki  seseorang untuk mengarahkan dan

-
menguasai orang lain sehingga membuat orang IalrL-‘

tunduk dan patuh bekerja sama untuk 'rp#e_nghasnkan
sesuatu atau mencapai tujuan yang,stdah ditetapkan.
Berbicara kepemimpinan tLdaR"t:isa dilepaskah dua
unsur vaitu, yang diphﬁ’ﬁin dan ‘yang- memimpin.
Kedua unsur tersebut saling-berhubungan, pemimpin
yang
dipimpin dﬁn yang d|p|mp|n harus tunduk dan taat

mempunyai -Kuasa untuk “*mempengaruhi

terhadap memlmpln
MerRJrut Terry (dalam K rtono, 2011: 57)
nan adalah kegiatan:

“kepemlmp' mempengaruhi

orang-orang| agar mereka suka berusaha mencapal j

=

tujuan- tUJuar'f kelompok”. Hal senada dlsampalkan
oleh Tead (dalam Kartono, 2011:57) berpendapahw.
bahwa “keppmlmpman adalah kegiatan
mempengarui orargg orang agar mereka mau bekerja
sama untuk mencaﬂgl tujuan yang dungmkan
adaul‘ah

memberikan pengaruh S/ang konstruktif kepada

Kepemimpinan kem mpuan untuk
orang lain untuk melakukan’ satu us usaha kooperatif
mencapai tujuan yang sudah dlcanagkan‘(‘KartoneF
2011:153).
Menurut Panikkan (dalam Pasolong, 2008:13)

mengatakan kepemimpinan yang baik adalah :

a. Memberi tekanan/fokus pada masa depan;

b.
c.
d.

Menekankan atau fokus pada penentuan arah;
Pertanyaan selalu “apa yang akan terjadi”;

Memberi visi dan Inspirasi;
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e. Memimpin orang-orang;
f. Mengutamakan hirarki, menyebar suatu
otoritas.

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif
dengan paradigma kualitatif.  Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan
méfalui,_
melakukan “penelltlan

rencana penelitian, peng@m ilan data primer dan

Iangkah langkah  penelitian  seperti:

pendahuluan, membuat
sekunder,-menganalisis data yang diperoleh dan

menyusun  skripsi... Teknik ﬁéhgu_[npulan data
menggunakan teknik wawancara, tekr;ri‘k ..gbservasi,
dan tek_n‘ik studi dokumentasis Lokasi penEIit{an di
desa Sidas Kecamatan Sengah Temila KabuB’aten
“=randak dah subjek penelitian adalah Kepala Desa
,] Staf Desa Ketua BPD dan anggota BPD. |

” Teknik analisis data yang digunakan dalam

ll rsa]naan berarti reduksi data, penyajian ciata dan

nelltlan adalah reduksi data, penyajian data dan

kan kesimpulan/verifikasi. Terjadi .secara

i enarikan kesimpulan/verifikasi sebagai,/ sesuatu
yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan
_interaktif-pada saat sebelum, selama,_."duan sesudah
pengumpulan'data’ dalam bentuk_,-'éejajar untuk
me‘inbangun yang  disebut
“analisis”. Teknik keabsah’ap,data adalah triangulasi
sumbeﬁ-yang'dfgunakan unt k menguji kredibilitas

Wwawasan umum y

data dilakukan dengan cara  mengecek data yang

diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini
menggunakan minimal tiga sumber dalam menguji

kredibilitas data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
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Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam
pembangunan desa terutama dalam penetapan
Angaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di
Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten
Landak, dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :
a. Komunikasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa
Sidas kondisi  saat ini

belum  maksimal,

pemerintahan desa hanya melanjut -an pemermtaha,rx- il

yang lama artinya posisi yang merelga 'fempatl
sekarang seperti Kepala Desa -.aﬁ Ketua BPD
sekedar formalitas belaka. paﬂﬁm pelaksanaan tugas
dan fungsi mereka di\p/&'l"’ﬁéi hubungan 'yang kurang

sehat dan harmorf:ls Di =« dalas

me‘reka

komunlkasi" antara Kepala Desa

melaksanakan

tugasnya jarang® sesali melakukqn

dan BPD'-seoIah
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Kepemimpinan Kepala Desa dan BPD di Desa Sidas
belum optimal. Kepemimpinan yang dipertunjukan
belum tegas dan belum mampu bekerjasama dalam
melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat serta
belum bisa menjadi contoh bagi bawahan mereka
serta  belum dan

mampu  mempengaruhi

mengarahkan atau member tekanan kepada
bawahannya. Dominasi dari Kepala Desa yang tidak
Fn’e‘r‘nber!. ruang gerak kepada Ketua BPD, sehingga
membuat I-ZETU&J;PD tu duk terhadap setiap
kebijakan yang dialrh‘BH-L(epala Desa. Ditambah lagi
kurangnya keterampilan yaﬁ‘-dj_[niliki Kepala Desa
dan BPD serta rendahnya tinglzé't--p_(‘andidikan
mereka, hal ini membuat kurangnya ke?ﬁarppuan
dalam mélaksanakan tugas dan fungsi ;ﬁer‘(‘aka

terutama dalam penyusunan an penetapan APBDes

berjalan yqsendlrl—sendlrl padahal posisi mereka “diDesa Sldas Minimnya diklat kepemimpinan yang

sebagai saQ'U kesatuan pemerintahanidesa yang saling
melengkapt Intensitas komunik si yang masih
kurang me&gaklbatkan ketidak singkronan antara j

program kerj“g di antara kedua belah pihak. Kendala

yang dialami dalam komunikasi tersebut yakni tldak‘m h PBbes '

transparannya kKepala Desa  dalam  setiap

penganggaran teruLtama dalam penyusunan dan
penetapan APBDes! iKehadlran BPD, bagi Kepala-.
Desa seolah-olah sebagal sainga
yang
melengkapi berubah menjadtj,lubungan yang saling

s_ehlngga, pola

hubungan sehatusnya -ermitra dan

menjatuhkan serta cenderung menumtﬁaﬂ‘keegoaﬁm

dari Kepala Desa, hal ini memyebabkan komunikasi

yang dilakukan terlihat belum efektif.

b. Kepemimpinan

Keberhasilan suatu Desa dalam  proses

penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak bisa

terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa dan BPD.
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dnkutl oleh Kepala Desa dan BPD berdampak pada

ré,wdahnya kemampuan mereka, sehingga |
k‘ tldakmengertlan mereka didalam bekerjasamé dan
U rk? rdinasi  dalam penyusunan dan penetapan

u ,
c. ~Keterbatasan Studi
[}
_Penulis menyadari.bah a hasil dari penelitian

ini belum sempurna, karena dalam pelaksanaannya,

perielitian ini, " dihadapkan "'pada berbagai
keterbatasan, yaitu keter rg,tas‘én waktu penelitian
yang Jaeﬁya*sekltar dua minggu. Padahal untuk
penelitian metode kualitatif, pada dasarnya dua

minggu merupakan waktu yang sangat singkat
meskipun akhirnya informasi yang diperoleh dari

narasumber  dirasakan untuk

berbagai cukup

menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan literatur,
yang sesuai dengan objek atau permasalahan yang

ada di lapangan, tidak tersedianya data-data di
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kantor desa, seperti monografi desa dan data lainnya
relevan dengan objek penelitian ,Serta sulitnya

menemui para aparatur desa yang merupakan
narasumber dari penelitian tersebut, selama penulis

melakukan penelitian, kantor desa selalu tutup.

d. Apresiasi

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada Pemerintah Desa Sidas dan Bad Jma
Permusyawaratan Desa Sidas yangttelah berfala
memberikan izin dan bantuan ke'w{ saya dalam

.',

melakukan penelitian. -~
s"".
o
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